
Menirnbang 

Mengingat 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

PROVINS! SULAWESI UTARA 

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW 

NOMOR J3. TAHUN 2022 

TENT ANG 

RENCANAPEMBANGUNANDAERAH 

TAHUN 2023-2026 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

bahwa berdasarkan ketentuan Diktum KEDUA Instruksi 

Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala 

Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, menyatakan 

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 dan 

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 d.itetapkan 

dengan Perkada; 

b. bahwa bupati/walikota yang masa jabatannya berakhir 

Tahun 2022, agar menyusun Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 

yang selanjutnya disebut sebagai Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dirnaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana 

Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026; 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822); 
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Menetapkan 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 1 1  Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 6573); 

5. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 10); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

DAERAH TAHUN 2023-2026. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1.  Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya 

dalam sistem dan pnnsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
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3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

4. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow. 

5. Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya 

disingkat RPD Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah terhitung sejak tahun 2023-2026. 

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 

adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

7. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya 

tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang 

diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. 

8. Strategi adalah Langkah Langkah berisikan program-program indikatif 

untuk mewujudkan visi dan misi. 

9. Kebijakan adalah arah Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

untuk mencapai tujuan. 

10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk 

menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu 

strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap 

sebagai penjabaran strategi. 

1 1 .  Forum Perangkat Daerah merupakan forum sinkronisasi pelaksanaan 

urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan 

sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah provinsi dan 

kabupaten/ kota. 

12 .  Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk 

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber 

daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan 

tugas dan fungsi. 

13. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang 

dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan 

untuk mencapai sasaran RPJMD. 

14. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan 

yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran 

(output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. 

15. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari 

kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya 

pembangunan. 
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BAB II 

RUANO LINGKUP RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 2 

( I )  RPD Tahun 2023-2026 memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi 

pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah, 

lintas Perangkat Daerah dan program kewilayahan d.isertai dengan rencana 

kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif 

untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sebagai pedoman bagi Penjabat 

Bupati untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pengelolaan 

pembangunan dan peiayanan publik. 

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  menjadi pedoman dalam 

penyusunan RKPD Tahun 2023 dan Rencana Strategi perangkat Daerah. 

BAB III 

SISTEMATIKA 

Pasal 3 

(1)  RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

a. BAB I Pendahuiuan 

b. BAB II Gambaran Umum 

c. BAB III 

d .BAB IV 

e. BAB V 

f. BAB VI 

g. BAB VII 

h.BAB VIII 

i. BAB IX 

Gambaran Keuangan Daerah 

Permasalahan dan Isu Strategis 

Tujuan dan Sasaran 

Strategi, Arah kebijakan dan Program Prioritas 

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

Dae rah 

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Penutup 

(2) RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 4 

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi pedoman penyusunan 

RKPD memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umurn, program, 

indikator kinerja dan pembiayaan perangkat Daerah. 
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(1 )  Dalam rangka menjaga 

Pasal 5 

kesinambungan pembangunan dan 

menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Penjabat 

Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya 

diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun Pemerintahan Penjabat Bupati 

berikutnya. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  digunakan sebagai pedoman 

untuk Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 

pertama Pemerintahan Penjabat Bupati berikutnya. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 6 

(1 )  Penjabat Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPO melalui perangkat Daerah yang menangani urusan 

perencanaan pembangunan Daerah. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dilakukan 

dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1 )  

dilaksanakan secara berkala. 

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilaksanakan pada paruh 

waktu dan tahun terakhir pelaksanaan RPO. 

B AB V  

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 

Pasal 7 

( 1 )  Perubahan RPO dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil 

pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak 

sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap 

kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

(2) Perubahan RPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati. 
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BAB VI KETENTUAN PENUTUP 
Pasal 8 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Bolaang Mongondow. 

Ditetapkan di Lolak 

pada tanggal 11 Afr,\ 2022 

ui:�J30LAANG MONGONDOW,� 

Diundangkan di Lolak 

pada tanggal 17.. '1f t1\ 2022 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR .\, 
1,o'l- 1- 

NO PENGELOLA PAijAF 
1 KABAN BAPPEDA 

' 

2 KABAGHUKUM 
- - l 

3 SEKRETARJS DAERAH ' 
' 
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TAHUN 


